
Antara Risiko dan Imbal Hasil
Siapa yang Diuntungkan dari 
Investasi Tiongkok di Indonesia?

Ringkasan Eksekutif

Juni 2025

Samantha Custer, Bryan Burgess, Han Kyeol Kim, Muhammad Faiz 
Krisnadi, Kelsey Marshall, Divya Mathew, Felix Patrick, Alland Dharma 
Saputra, Jonathan A. Solis, Narayani Sritharan



Ucapan Terima Kasih 

Laporan ini disusun oleh Samantha Custer, Bryan Burgess, Han Kyeol Kim, 

Muhammad Faiz Krisnadi, Kelsey Marshall, Divya Mathew, Felix Patrick, Alland 

Dharma Saputra, Jonathan A. Solis, dan Narayani Sritharan. John Custer dan Sarina 

Patterson memberikan dukungan dalam tata letak, penyuntingan, dan visual 

publikasi ini. Desain sampul dibuat oleh Sarina Patterson, dengan foto Jembatan 

Suramadu (kiri) dan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (kanan) masing-masing oleh 

Dodo Hawe dan Habib Farindra, melalui Adobe Stock, digunakan dengan lisensi 

Standar. 

Kajian ini dilakukan oleh AidData, sebuah laboratorium riset yang berbasis di 

Amerika Serikat di bawah Global Research Institute, William & Mary, bekerja sama 

dengan Foreign Policy Talks Indonesia. Kami menyampaikan penghargaan kepada 

Noto Suoneto atas tinjauan dan masukan yang memperkuat analisis dan temuan 

laporan ini. 

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada tujuh pakar Indonesia dari kalangan 

media, lembaga pemikir, pemerintahan, masyarakat sipil, dan akademisi yang telah 

dengan sukarela berbagi wawasan melalui wawancara latar belakang. 

Penelitian ini dapat terlaksana berkat dukungan dari Departemen Luar Negeri 

Amerika Serikat. Temuan dan kesimpulan dalam laporan ini sepenuhnya merupakan 

tanggung jawab para penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan dari para 

pemberi dana maupun mitra kami. 

Sitasi 

Custer, S., Burgess, B., Kim, H.K., Krisnadi, M.F., Marshall, K., Mathew, D., Patrick, F., 

Saputra, A.D., Solis, J.A., and N. Sritharan. (2025). Balancing Risk and Reward: Who 

benefits from China’s investments in Indonesia?. Williamsburg, VA: AidData at 

William & Mary. 



Ringkasan Eksekutif 
Sejak awal 2000-an, peran dana dari Tiongkok 

dalam pertumbuhan Indonesia telah berubah 

drastis, dari sekadar pelengkap menjadi salah satu 

pemain utama. Pemerintah, BUMN, hingga 

perusahaan swasta asal Tiongkok 

menggelontorkan investasi besar ke berbagai 

proyek di Indonesia, mulai dari pembangunan 

jalan raya, pembangkit listrik, hingga pabrik 

pengolahan nikel. Meski nilainya besar, arus dana 

ini tidak selalu stabil. Ada kalanya melonjak tajam 

di tahun-tahun awal, lalu turun drastis di tahun 

berikutnya. Buku ini mengajak pembaca 

menelusuri aliran dana tersebut, melihat 

hubungan yang terjalin, dan menimbang hasil 

yang tercapai selama kurang lebih dua dekade 

pembiayaan pembangunan dari pemerintah 

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) serta investasi 

asing langsung dari sektor swasta. 

Uang: Proyek apa  saja yang dibiayai oleh RRT, di 

mana, kapan, dan kenapa? 

Beijing menggelontorkan dana untuk 

proyek-proyek besar berisiko tinggi di Indonesia, 

terutama di sektor energi, transportasi, dan 

ekstraktif. Proyek-proyek ini bukan hanya 

berpeluang memberikan keuntungan komersial, 

tetapi juga sejalan dengan tujuan Belt and Road 

Initiative (BRI) serta menjawab kepentingan politik 

dalam negeri mereka. Di sisi lain, Tiongkok juga 

melengkapi investasi skala raksasa itu dengan 

proyek-proyek sosial yang lebih kecil sebagai 

bentuk diplomasi goodwill. 

Secara strategis, Beijing mengalokasikan sumber 

daya negara senilai 69,6 miliar dolar AS dalam 

bentuk pembiayaan resmi dari tahun 2000 hingga 

2023. Langkah ini bukan hanya membangun 

infrastruktur, tetapi juga memperkuat citra positif 

yang diharapkan dapat memicu masuknya 

investasi asing langsung (FDI) dari Tiongkok. 

Hasilnya, pada periode 2010 hingga 2024, FDI 

dari Tiongkok mencapai 94,1 miliar dolar AS, 

jumlah yang setara dengan seperempat dari total 

belanja modal asing baru di Indonesia. 

Sebagai penyandang dana pembangunan 

terbesar, Beijing lebih berperan sebagai pemberi 

pinjaman komersial ketimbang donor tradisional. 

Sekitar 90 persen pembiayaan disalurkan dalam 

bentuk utang, bukan hibah. Dibandingkan 

negara-negara ASEAN lain, Indonesia menjadi 

tujuan utama modal Tiongkok, baik dalam bentuk 

pinjaman maupun hibah. Sebagian besar 

pembiayaan pembangunan itu terserap di Jawa 

dan Sumatra, namun daerah kaya sumber daya 

alam seperti Papua Barat dan Sulawesi Tengah 

juga mendapat perhatian, bahkan menikmati 

pembiayaan per kapita yang jauh lebih tinggi. 

Hubungan: Siapa saja aktornya, berapa 

jumlahnya, dan apa peran mereka? 

Proyek pembiayaan pembangunan Tiongkok di 

Indonesia bukanlah semata-mata hasil kerja dalam 

negeri mereka, melainkan buah dari keterlibatan 

jaringan global yang luas. Jaringan ini mencakup 

439 entitas dari 35 negara. Dari pihak Tiongkok 

sendiri, ada 58 entitas, termasuk bank kebijakan, 

bank komersial milik negara, lembaga 

pemerintah, dan perwakilan diplomatic, yang 

menjadi penyandang dana utama. Mereka bekerja 

sama dengan 208 lembaga pembiayaan bersama 

(co-financier) dari Asia, Eropa, hingga Amerika 

Utara untuk menggalang modal dan membagi 

risiko. 

Badan usaha milik negara (BUMN) Tiongkok 

mendominasi sebagai pelaksana proyek. Dari 213 

pelaksana, 14 di antaranya pernah dijatuhi sanksi 

akibat praktik keuangan yang dianggap tidak etis. 

Meski demikian, BUMN Tiongkok bukanlah 

satu-satunya pemain. Hampir separuh pelaksana 

proyek Tiongkok di Indonesia justru berasal dari 



entitas lokal, mulai dari perusahaan independen 

hingga mitra dalam usaha patungan (joint venture) 

dan perusahaan tujuan khusus (special purpose 

vehicle). 

Untuk proyek di sektor sosial, Tiongkok 

memanfaatkan legitimasi dan jaringan distribusi 

organisasi keagamaan Islam serta 

universitas-universitas di Indonesia demi 

mendapatkan dukungan publik. Ada enam 

penerima dana yang mendapat kucuran besar dan 

berulang dari Tiongkok: Pemerintah Indonesia, 

Perusahaan Listrik Negara (PLN), Lembaga 

Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Bank Rakyat 

Indonesia (BRI), Garuda Indonesia, serta dua 

perusahaan telekomunikasi, Smartel dan 

Smartfren, yang kini bergabung dengan XL Axiata 

di bawah Grup Sinar Mas. Selain BUMN, 

konglomerat swasta besar juga masuk daftar 

penerima, di antaranya Grup Bakrie melalui Bumi 

Resources, Bakrie Telecom, dan Bakrie Autoparts, 

serta anak perusahaan CT Corp milik Chairul 

Tanjung, seperti Trans Retail Indonesia dan Trans 

Media Corpora. 

Hasil: Bagaimana Beijing menindaklanjuti dan 

mengelola risiko, serta apa dampaknya? 

Di seluruh Indonesia, proyek-proyek yang dibiayai 

oleh Republik Rakyat Tiongkok (RRT) rata-rata 

membutuhkan waktu sekitar dua setengah tahun 

untuk beralih dari tahap komitmen dana ke 

pelaksanaan. Angka ini tergolong lambat, apalagi 

jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN 

lain seperti Filipina. Di antara berbagai sektor, 

energi dan transportasi menjadi yang paling 

berisiko: sering mengalami keterlambatan hingga 

lebih dari seribu hari, sekaligus memiliki potensi 

tinggi terhadap risiko lingkungan dan sosial. 

Pemilihan pelaksana proyek menjadi faktor krusial 

karena berpengaruh langsung pada keberhasilan 

proyek dan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Sayangnya, lebih dari 40 persen portofolio 

pembiayaan pembangunan RRT, setara 30 miliar 

dolar AS, bergantung pada pelaksana yang 

dianggap berisiko tinggi. Mereka memiliki catatan 

keterlibatan dalam masalah lingkungan, sosial, 

dan tata kelola (ESG), atau pernah terkena sanksi 

akibat praktik bisnis yang tidak etis. Beberapa di 

antaranya bahkan terlibat berulang kali dalam 

proyek-proyek serupa. 

Bagi Beijing, tantangan besarnya adalah 

mengubah investasi besar menjadi keuntungan 

reputasi. Tingkat dukungan publik terhadap 

kepemimpinan RRT di Indonesia cenderung 

menurun seiring semakin besarnya keterlibatan 

ekonomi mereka. Meski kalangan elit di sektor 

publik, swasta, dan masyarakat sipil mengakui 

pengaruh Beijing terhadap arah pembangunan 

Indonesia, mereka juga menyimpan kekhawatiran 

yang semakin besar. 

Secara keseluruhan, kontribusi modal Tiongkok 

terhadap pembangunan Indonesia memberikan 

hasil yang beragam. Dari sisi ekonomi, provinsi 

yang menerima lebih banyak investasi asing 

langsung (FDI) dari Tiongkok umumnya memiliki 

tingkat produktivitas yang lebih tinggi, sementara 

wilayah yang memperoleh pembiayaan 

pembangunan lebih besar dari Beijing cenderung 

memiliki tingkat pengangguran lebih rendah. 

Namun, tidak semua dampaknya positif. 

Peningkatan polusi dan berkurangnya vegetasi 

memang tidak selalu sejalan dengan besarnya 

modal Tiongkok yang masuk, tetapi kawasan 

seperti Morowali menjadi contoh nyata 

bagaimana proyek tertentu dapat membawa 

konsekuensi lingkungan yang berat. 

Pada akhirnya, ada tanda-tanda bahwa 

masyarakat Indonesia tengah merumuskan ulang 

pandangan mereka tentang arti keberhasilan 

demokrasi, lebih menekankan pada 

pembangunan ekonomi daripada hak-hak politik. 

Menariknya, arah pandangan ini sejalan dengan 

narasi dan nilai yang kerap diusung oleh Beijing. 
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